ANALISIS RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L) DAN PEMERINTAH DAERAH

Riska Agi Sawitrit
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Sosial dan Bisnis
Universitas Aisyah Pringsewu
Email: riskaagisawitri@gmail.com*

ABSTRAK
Pelaksanaan kegiatan pemerintah masih belum memenuhi harapan. Salah satu
indikasinya adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal dan terkonsentrasi
pada akhir tahun anggaran. Hal ini menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada
masyarakat menjadi terhambat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan kebijakan penyerapan
anggaran berbasis kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, serta
hambatan yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tingkat
penyerapan anggaran. Selain itu, diperlukan pengawasan sejak awal perencanaan agar
dapat mendeteksi perkembangan penyerapan anggaran. Untuk mempercepat penyerapan
anggaran belanja negara maka diperlukan peraturan yang berorientasi pada pemberian
kepercayaan pada eksekutif agar dapat lebih fleksibel dalam menggunakan anggaran
dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Kata Kunci : penyerapan, anggaran, perencanaan.

1. PENDAHULUAN

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran merupakan fenomena yang hampir
selalu terjadi setiap tahun baik itu di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun
ditingkat daerah. Berdasarkan Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 terdapat 24 K/L yang memiliki daya serap
rendah (< 25,4 %), 28 K/L dengan tingkat daya serap sedang (25,4% - 34,89 %) dan 34
K/L dengan daya serap tinggi ( > 34,89%).

Kendatipun Undang-undang tentang keuangan negara atau Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara,
namun pelaksanaan tata kelola pemerintahan masih ditemukan masalah lambatnya
penyerapan dana APBN oleh Kementerian Negara/ Lembaga dan Satuan Kerja (Satker)
di bawahnya. Dana yang sudah dianggarkan di APBN-P tidak semuanya dapat
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat realisasi penyerapan
anggaran tentu menimbulkan lambatnya penerimaan hasil pembangunan oleh masyarakat
terhadap pemerintah selaku pelaksana pembangunan dan akhirnya akan berdampak
terhadap kondisi politik di Indonesia yang dapat memicu instabilitas kehidupan bangsa
(Juliani, 2014).

Di samping itu kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat pada
hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya
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dapat dimanfaatkan, yang berarti terjadi dana yang ‘menganggur’. Padahal apabila
pengalokasian anggaran efisien, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber dana,
negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan kegiatan strategis lainnya (Arif, 2015).
Jika dilihat data tentang penyerapan anggaran di setiap tahun, rata-rata penyerapan
anggaran di setiap tahun, rata-rata penyerapan anggaran rendah di awal tahun, bahkan
ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja negara masih rendah. Hal ini disebabkan
instansi pemerintah yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya,
terutama untuk belanja modal. Sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam
memanfaatkan waktu.

Berdasarkan Laporan Ringkasan APBD 2018, rasio SiLPA TA sebelumnya
terhadap total belanja tertinggi berada di wilayah Jawa yang diikuti secara berturut-turut
oleh wilayah Kalimantan, Bali Nusa Tenggara, Sumatera, Papua Maluku, dan paling
rendah pada wilayah Sulawesi. Kenaikan tertinggi rasio SiLPA TA sebelumnya terhadap
total belanja dari tahun sebelumnya terjadi di wilayah Jawa sebesar 0,2% yang diikuti
oleh wilayah Kalimantan sebesar 0,1% dan Papua Maluku sebesar 0,1%.
Untuk wilayah Sulawesi dan Bali Nusa Tenggara mengalami penurunan masing-masing
sebesar 0,7% dan 0,3%. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, jika dibandingkan dengan
tahun anggaran 2017, tidak ada kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Wilayah
Sumatera rasionya tetap pada angka 4,3%. Rasio SIiLPA yang tinggi dapat
mengindikasikan kurangnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan hal-
hal lainnya yang menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan belanja. Pada TA 2018,
wilayah dengan rasio SiLPA tertinggi adalah Jawa, diikuti oleh Kalimantan, Bali Nusa
Tenggara, Sumatera, Papua Maluku, dan Sulawesi.

Pelaksanaan anggaran belanja negara selalu menimbulkan masalah yuridis
terutama dalam hal disharmoni peraturan perundang-undnagan karena dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan tidak mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi
implementasi rumusan pada tataran praktik. Penyusunan peraturan perundang-undangan
dalam pelaksanaan anggaran belanja negara setingkat undang-undang cenderung hasil
kompromi pemikiran para elite politik, sehingga landasan filisofis, ekonomis dan
sosiologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukannya (Halim,
2013).

Hambatan yuridis terutama dalam kaitan belum harmonisasinya peraturan
perundang-undangan dalam bidang pelaksanaan dan pencairan dana APBN vyaitu
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan peraturan lainnya yang
mengatur pelaksanaan lainnya yang mengatur pelaksanaan belanja negara. Oleh sebab
itu, maka penelitian ini berfokus pada permasalahan perencanaan dan kebijakan
penyerapan anggaran berbasis kinerja, faktor penghambat, dan pendekatan hukum dalam
upaya efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan harmonisasi peraturan perundang-undangan
pelaksanaan anggaran belanja negara.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penelitian ini menitikberatkan pada
permasalahan bagaimana perencanaan dan kebijakan penyerapan anggaran berbasis
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kinerja (performance based budget) ? Faktor-faktor apa yang menghambat penyerapan
anggaran? Dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi lambannya penyerapan
anggaran?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan
data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa peraturan perundang-undangan dan
referensi dokumen lain yang terkait dengan penyerapan anggaran. Pendekatan ilmu
hukum dilakukan dengan memecahkan problematika hukum secara normatif yang pada
dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka
dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan pengganggaran
(Bungin, 2013). Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian
bersifat deskriptif analitik yakni akan menggambarkan secara keseluruhan mengenai
penyerapan anggaran dengan menganalisis data yang diperoleh. Data yang diperoleh
dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui
penelusuran literatur, laporan, media, dan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyerapan anggaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Kebijakan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance
Based Budget)

Anggaran berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada
output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi,misi dan rencana strategis
organisasi. Anggaran berbasis kinerja yaitu mengalokasikan sumber daya pada program
bahkan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator
kinerja organisasi (Herriyanto, 2017). Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, permasalahan
mendassar yang dihadapi oleh manusia adalah keterbatasan sumber dana sebagai alat
pemenuhan kebutuhan dihadapkan pada kebutuhan dihadapkan pada kebutuhan yang
jumlahnya tak terbatas. Permasalahan ini juga dihadapi oleh suatu negara termasuk
Indonesia. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan
masyarakat yang tidak terbatas, mengaharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan
dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan
anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas
pengalokasian anggaran.

Astadi, Sutaja & Nadiasa (2015) menyebutkan bahwa kegagalan target
penyerapan anggaran akan berakibat pada hilangnya manfaat belanja. Sebab dana yang
telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan; yang berarti terjadi dana
yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka meskipun
dengan adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan
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pendanaan kegiatan strategis lainnya. Oleh sebab itu struktur penganggaran berbasis

kinerja dirumuskan melalui tiga komponen yaitu:

1) Indikator kinerja (performance indicator), adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan yang meliputi: masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

2) Analisis standar biaya, yaitu adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit
setiap output.

3) Evaluasi Kinerja, yaitu kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang
dibebankan kepadanya.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis performance based budgeting ini
adalah teori yang dikemukakan oleh George 111 C. Edward. Menurut Edwards (1980), ada
empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi
(communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan
struktur birokrasi (bureucratic structure). Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan
secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Minimnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga nonkementerian dan
pemerintahan daerah kerap kali dituding sebagai buruknya kinerja birokrasi. Penyerapan
anggaran sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap
ekonomi. Akan tetapi sejatinya kinerja birokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan
penyerapan anggaran.

Menurut penilaian Direktorat Jendral Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan
bahwa dalam rerangka penganggaran berbasis kinerja (performance based budget),
sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target capaian kinerja. Penganggaran
berbasis kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri.
Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini variabel dominan pendorong
pertumbuhannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah turut menjadi
penentu pertumbuhan tersebut, yang berarti penyerapan anggaran tetapi memiliki
pengaruh besar.

Terkait dengan kebijakan penyerapan anggaran tidak terlepas dari siklus
penganggaran. Siklus penganggaran terdiri dari perencanaan, penganggaran,
pengawasan, dan pelaporan. Berkaitan dengan reformasi di bidang perencanaan dan
penganggaran, para perencana pada tingkat satuan kerja menetapkan kebijakan, program,
kegiatan, sasaran, dan anggaran. Langkah tersebut merupakan siklus tahunan sehingga
pelaksanaannya tepat sasaaran, tepat waktu, efisien, efektif dan akuntabel.

Di samping itu penting pula menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
perencanaan program dan pengendalian K/L. SOP perencanaan dan penganggaran akan
mengefektifkan siklus perencanaan tahunan sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, tepat
waktu, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjembatani rangkaian kegiatan
tersebut, SOP perencanaan program dan pengendalian K/L memiliki tiga tahap, yaitu:
perencanaan program tahunan, penyusunan program tahunan, dan penetapan rencana
kerja dan anggaran. Pada pelaksanaannya pemerintah selalu menggunakan sistem
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anggaran berimbang guna menghindari pengeluaran yang berlebihan, membatasi
pengeluaran disesuaikan dengan penerimaan artinya menjaga keseimbangan antara
penerimaan dan pengeluaran.

Unsur selanjutnya yang penting adalah pengawasan. Unsur ini deperlukan untuk
menjamin keberhasilan suatu kegiatan dan digunakan untuk mendukung kelancaran dan
ketetapan pelaksanaan kegiatan. Dalam melakukan pengawasan biasanya akan
mengalami berbagai macam masalah, terkadang masalah yang timbul tanpa direncanakan
terlebih dahulu dan jika masalah tersebut tidak diselesaikan akan menjadi penghambat.
Masalah tersebut jika dibiarkan lambat laun akan menjadi penghalang bagi tercapainya
sasaran organisasi.

Tahap terakhir dari siklus penganggaran yaitu penyampaian laporan ke unit yang
lebih tinggi sebagai pertanggungjawaban terhadap kewenangan yang diembankan
kepadanya. Analisis terhadap laporan yang masuk merupakan uraian terhadap
perkembangan dari setiap kegiatan dan hambatan-hambatan yang dijelaskan. Ini
diperuntukkan bagi pimpinan agar dapat segera mengambil tindakan untuk mengadakan
perbaikan, ataupun koreksi sehingga dengan usaha tersebut kegiatan atau suatu program
dapat dikendalikan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat
akhir tahun. Sedangkan di awal tahun, umumnya sulit direalisasikan sebagaimana yang
diharapkan publik, bahkan tidak sedikit institusi yang kurang memiliki daya serap
anggaran pada awal hingga pertengahan tahun anggaran (Yustini, 2014). Persoalan
rendahnya penyerapan anggaran terjadi akibat beberapa faktor:
1) Adanya ketakutan yang berlebihan dari masing-masing aparatur di berbagai institusi

terkait dengan penggunaan anggaran.

Ketakutan ini terjadi akibat maraknya kasus-kasus korupsi dalam bidang
penggunaan anggaran yang berhasil diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), khususnya beberapa tahun belakangan ii. Banyak institusi yang kemudian takut
dan ragu dalam menjalankan penyerapan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan
barang dan jasa. Pada K/L yang menyebabkan rendahnya daya serapan yaitu karena
banyak dari kuasa pengguna anggaran yang takut untuk mengambil kebijakan, karena
konsekuensi yang dilahirkan dari kebijakan tersebut bias dan salah sasaran, sehingga
menyebabkan pejabat terkait karena kasus hukum dan tidak tertutup kemungkinan dapat
menerima hukuman (penjara).

2) Lemahnya Perencanaan

Lambatnya penyerapan anggaran juga mengindikasikan institusi tidak punya
konsep perencanaan yang matang, jelas, dan terukur. Tidak adanya konsep perencanaan
penggunaan anggaran secara rill tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah
kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Rendahnya
penyerapan anggaran K/L menjadi salah satu penyebab utama melambatnya pertumbuhan
ekonomi pada kuartal pertama 2018. Kementerian keuangan (Kemenkeu) mencatat
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realisasi belanja kementerian terbesar yaitu Kementerian Pertahanan telah merealisasikan
36,0 persen dari pagu tahun 2018 atau Rp38,7 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi
anggaran prioritas nasional mencapai 14,1 persen atau sebesar Rp15,1 triliun yang terbagi
dalam dua tema yaitu Prioritas Nasional Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, sebesar Rp15,1 triliun dan Prioritas Khusus Penyelenggaraan Asian Games
2018 sebesar Rp10,5 miliar. Kinerja penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya. Untuk kementerian-kementerian
lain kisaran di bawah Kemenhan. Seperti Kemendikbud telah merealisasikan 38,2 persen
pagu tahun 2018, atau mencapai Rp15,3 triliun. Kinerja penyerapan dalam semester |
tersebut sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja 3 tahun sebelumnya.
Melambatnya kinerja penyerapan Kemendikbud disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain: (1) belum terbitnya permendikbud terkait penetapan penerima PIP, (2) adanya
kebijakan tidak boleh menyalurkan anggaran melalui mekanisme Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan untuk pembangunan museum pada Ditjen Kebudayaan, (3) masih
melakukan persiapan pelaksanaan sertifikasi guru yang melibatkan LPTK sebagai
pelaksana sertifikasi guru, dan (4) masih dilakukan penilaian proposal, verifikasi
lapangan, pencocokan data dengan dapodik/data pokok pendidikan (untuk bantuan
sarpras sekolah).
3) Kurangnya pemahaman sejumlah aparatur di berbagai institusi terkait dengan
mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawaban

Sikap ketakutan yang berlebihan karena tidak memahami secara utuh akan dasar
hukum penggunaan anggaran yang berbeda dalam wilayah kewenangannya. Sementara
di sisi lain, tidak ada alasan bagi mereka yang melakukan kesalahan dan kelalaian dalam
pengelolaan dan penggunaan anggaran, yang atas kesalahan dan kelalaian tersebut bisa
dijerat dengan hukuman pidana korupsi. Atas berbagai persoalan itulah, maka kemudian
sejulah institusi lebih memilih berdiam diri manakala tidak memahami secara utuh
mekanisme penggunaan anggaran secara utuh dan menyeluruh.
4) Proses Panjang Birokrasi

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ada hal-hal yang sifatnya teknis
implementatif penyebab rendahnya serapan APBN K/L, yang penyebabnya adalah
permainan anggaran di Kementerian Keuangan via Direktorat Jendral Anggaran. Sebagai
contoh ketika belanja modal akan dieksekusi dalam bentuk lelang, ada kalanya anggaran
yang sedianya akan dipakai masih di blokir/bintang oleh DJA. Termasuk adanya oknum
DJA yang meminta jatah anggaran menyebabkan satker jadi enggan untuk mengeksekusi
kegiatan. Dan terkadang posisi satker seperti pengemis anggaran di DJA.

Kemudian terhadap penyesuaian atau revisi maka kegiatan membutuhkan revisi
DIPA yang menyebabkan satker harus bolak-balik dalam ketidakpastian kapan anggaran
akan diblokir dan harus di buka. Termasuk lamanya birokrasi di DJA dalam revisi
anggaran, menyebabkan sebuah kegiatan harus menunggu anggaran blokir dibuka. Proses
blokir menyebabkan K/L biasanya menerapkan sistem gelondongan pengurusan di
masing-masing satker. Hal ini menyebabkan waktu tunggu dan antrian makin panjang.
Alasan dari DJA bisa bermacam-macam, diantaranya seperti data administratif
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pendukung tidak lengkap, atau sedang ditelaah fungsi dan maksud dari kegiatan tersebut.
padahal, satker adalah satuan teknis yang paling mengerti kebutuhan dan maksud dari
dibelanjakannya barang/jasa. Dan jelas, telaah teknis bukan kompetensi dari kementerian
keuangan.

5) Prosedur Kementerian Keuangan

Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proses
penyerapan anggaran sering terhambat prosedur yang diberlakukan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu). Direktur Jenderal Bina Marga mengatakan ada dua prosedur di
Kemenkeu yang selama ini menjadi penyebab lambatnya pencairan anggaran. Pertama,
prosedur pengajuan surat perintah membayar (SPM) yang dikeluaran oleh kantor
Perbendaharaan Negara. Selama ini, prosedur itu bisa memakan waktu rata-rata hingga
dua pekan. Padahal, secara resmi prosedur itu hanya memakan waktu lima hari. Tapi itu
bisa mundur lantaran Kemenkeu sering mengembalikan dokumen dan meminta supaya
dilengkapi. Prosedur ini menjadi susah dan juga mengganggu percepatan anggaran.
Kedua, aturan yang mengharuskan adanya ijin dari Kemenkeu dalam pelaksanaan proyek
tahun jamak. Aturan tersebut membuat pencairan anggaran menjadi terhambat, padahal
terhadap urusan teknis yang paling mengerti adalah kementerian teknis yang
melaksanakan kegiatan, oleh sebab itu sebaiknya perlu ada evaluasi terhadap peraturan
tersebut.

6) Keterlambatan Penetapan APBN/APBD

Indonesia Budgeting Center (IBC), mengungkapkan salah satu alasan penyerapan
anggaran terendah adalah keterlambatan penetapan APBN. Hal ini juga menyebabkan
penyerapan anggaran di daerah rendah sampai akhir bulan agustus 2018. Rendahnya
penyerapan anggaran merupakan masalah klasik. Dari segi regulasi, rendahnya
penyerapan anggaran disebabkan karena lambatnya penetapan APBN dan APBD. Seperti
penetapan APBD yang rata-rata baru dilakukan pada bulan April 2018. Lambatnya
penetapan APBD, diperparah juga dengan kualitas perencanaan yang kurang baik.
Proyek-proyek yang diusulkan dalam APBN dan APBD masih membutuhkan
penerjemahan sehingga bisa dieksekusi. Penyerapan anggaran lambat, juga disebabkan
karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerjemahkan lagi proyek-proyek dari
APBN dan APBD. Pasalnya, banyak proyek yang gelondongan atau belum jelas
pengerjaannya sehingga butuh waktu bagi PPK untuk menerjemahnya.

7) Keterlambatan Petunjuk Teknis (Juknis)

Daya serap daerah terlambat dipengaruhi juga oleh keterlambatan juknis dari
pemerintah pusat atau kementerian terkait, misalnya juknis Dana Alokasi Khusus (DAK).
Anggaran dari pemerintah pusat ke daerah bisa saja sudah di transfer pada bulan Januari,
namun juknis-juknis baru ada bulan April 2018. Intervensi kepala daerah dalam
penentuan pemenang lelang juga dapat mempengaruhi lambatnya penyerapan anggaran,
sebab PPK tidak bisa menentukan pemenang lelang karena belum mendapat persetujuan
pemimpin daerah. Adanya perbaikan kualitas perencanaan anggaran sehingga anggaran
disusun berbasis kinerja. Perencanaan anggaran harus jelas sasarannya, anggarannya
rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan adanya tim pengawas. Pemerintah pusat
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juga perlu mempercepat pembuatan juknis setiap proyek dan memberikan perlindungan
kepada PPK agar tidak mudah diintervensi oleh kepala daerah.
8) Perubahan Sistem Aplikasi dan Pergantian Sumber Daya

Perubahan sistem aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga
(RKA-KL) setiap tahun dapat mengakibatkan blokir anggaran. Hal ini juga berdampak
pada rendahnya penyerapan anggaran kementerian-lembaga. Perubahan sistem aplikasi
yang tidak dipahami oleh pembuat anggaran dan data pendukung yang tidak terlampir
sistem baru bisa berpotensi menimbulkan pemblokiran anggaran karena data tidak ada.
Begitu pula dengan pergantian sumber daya manusia atau karyawan di masing-masing
kementerian —lembaga membuat sistem aplikasi rawan blank. Penundaan suntikan dana
tersebut, karena proses administrasi program dan kebijakan kementerian-lembaga masih
harus diselesaikan antara kementerian dengan DPR.

Blokir anggaran menyalahi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara serta membuat kinerja penyerapan anggaran lebih rendah. Pemblokiran
anggaran bisa berpotensi menimbulkan praktik ‘kongkalikong’. Sebab ketika terjadi
blokir, kementerian akan bernegosiasi baik kepada DPR maupun DJA degan tujuan
anggaran segera cair dan blokirnya di cabut.

Mengatasi Lambannya Penyerapan Anggaran

Untuk mengatasi lambannya penyerapan anggaran tersebut Kementerian
Keuangan telah menyusun langkah-langkah untuk mendorong penyerapan anggaran.
Langkah-langkah tersebut antara lain:
(i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satker dalam menyusun rencana
penarikan dana (disbursement plan) dan perencanaan pengadaan (Procurement plan); (ii)
menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun yang
memberi kewenangan lebih besar kepada kuasa pengguna anggaran dan pembuat
anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun
jamak (multiyears contract); meningkatkan peran aparat pengawasan intern kementerian
negara/lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap kementerian negara/lembaga
dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satker.

Penyerapan anggaran tetap menjadi indikator penting bagi kinerja birokrasi
karena perannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya dengan sudah terpolanya
persoalan-persoalan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan, bisa diperoleh solusi
yang memuaskan sehingga tingkat penyerapan anggaran tinggi dan tepat sasaran. Untuk
itu diperlukan SOP untuk menghindari dipidanakannya pemerintah pusat dan daerah
berkaitan dengan penggunaan anggaran sebelum adanya audit dan temuan kerugian
negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badang Pengawas Keuangan
Pembangunan (BPKP).

Harmonisasi Peraturan Sebagai Upaya Mempercepat Penyerapan Anggaran
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a. Harmonisasi UUD 1945 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Secara hirarki kedudukan UUD 1945 di atas UU No. 17 tahun 2003. Hal tersebut
sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (1)
disebutkan “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Berdasarkan rumusan kata “ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, maka
mengandung arti bahwa terdapat persetujuan DPR atas anggaran pendapatan dan belanja
negara yang setiap tahun diajukan pemerintah. Dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003
pasal 15 ayat (5) disebutkan “APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Rumusan tersebut mengandung
arti bahwa DPR melakukan pembahasan secara mendetail terhadap APBN yang diajukan
oleh pemerintah. Persetujuan tersebut berimplikasi jika dalam pelaksanaan APBN
khususnya dalam belanja negara terdapat penyesuaian terhadap rincian biaya, berarti
revisi atas rincian tersebut memerlukan persetujuan DPR. Saat ini, dimana situasi
ekonomi berjalan dengan cepat dan kondisi perekonomian yang banyak dipengaruhi oleh
situasi global, rumusan ketentuan pasal ayat (5) telah menyebabkan pelaksanaan
anggaran belanja tidak fleksibel. Jika dikaitkan dengan teori dari Burkhead (1956) yang
mengemukakan “...First of all, to ensure flexibility the budget authorizotion must be
permissive, not mandatory”. Rumusan tersebut semakin jelas tidak berpihak kepada
percepatan penyerapan anggaran belanja. Atas hal itu dapat dipahami bahwa
permasalahan dari tahun ke tahun tentang penyerapan anggaran belanja yang berjalan
lambat dan terkonsentrasi di akhir tahun. Salah satu penyebabnya adalah revisi yang harus
melalui pembahasan dengan DPR.

b. Harmonisasi antara Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
PMK Nomor 134 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembayaran dalam
Pelaksanaan APBN

Dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih mengatur tentang dual budget.

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini sesuai dengan pasal 5 Perpres No 53 tahun 2010

ayat (3) masih membagi belanja dengan rutin dan belanja pembangunan. Dalam pasal 5

ayat (3) disebutkan dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat

Keputusan Otoritas (SKO) antara lain untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja rutin dimuat dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) sedangkan pelaksanaan belanja

pembangunan dimuat dalam Daftar Isian Proyek (DIP).
Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 134 tahun 2005 tentang

Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, belanja negara sudah diatur unfied

budget. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
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(DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan
lembaga serta disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan
berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan
akuntansi pemerintah. Dari dua dasar hukum pelaksanaan belanja tersebut, jelas terdapat
inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya
lebih rendah bertentangan dengan hirearki peraturan yang lebih tinggi. Inkonsisten ini
perlu diselaraskan sehingga menjadi payung hukum bagi pelaksana belanja negara.

¢c. Amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
terkait Pembentukan Peraturan Pemerintah

Dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara terdapat beberapa pasal yang
mengamanatkan perlunya disusun peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan
dalam belanja negara. Pasal-pasal tersebut meliputi pas 3 ayat (6) yang menyebutkan
anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan
pemerintah. Kemudian pasal 21 ayat (6) tentang perlunya penyusunan peraturan
pemerintah dalam hal pengecualian terhadap pembayaran atas beban APBN/APBD tidka
boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1)
menghendaki pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan
peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. Dari uraian di
atas, secara eksplisit undang-undang tentang perbendaharaan negara menghendaki
adanya peraturan pemerintah sebagai pedoman lanjutan dalam hal pengelolaan keuangan
negara. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat peraturan pemerintah terkait
pokok-pokok pengelolaan keuangan negara.

d. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Revisi Anggaran Belanja
Negara

Istilah pergeseran atau revisi anggaran belanja dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang

Keuangan Negara mengacu pada bunyi pasal 27 ayat (3) huruf ¢ yang berbunyi:
Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas
bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan
perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:... (c)
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Kemudian dalam penjelasan UU tentang Keuangan Negara disebutkan:
Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu
dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses
penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam UUD 1945. Sehubungan dengan itu, dalam UU ini disebutkan
bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi
program, kegiatan, dan jenis belanja.
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Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Berdasarkan bunyi Undang-Undang tentang Keuangan Negara tersebut jelas
bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja harus mendapat persetujuan DPR. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari
persetujuan DPR atas APBN yang terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja.

4. PENUTUP

Perencanaan memiliki peran yang penting dalam menyukseskan suatu kegiatan
atau program. Dalam siklus penganggaran, perencanaan sangat berpengaruh terhadap
proses siklus penganggaran yang lai, yaitu penganggaran, pengawasan, dan pelaporan.
Pengawasan yang dilakukan belum maksimal masih terbatas pada akhir anggaran bukan
pada awal anggaran. Pelaporan yang dilakukan belum maksimal dan terintegrasi satu
sama lain. Tidak terdapat sanksi yang jelas bila tidak memberikan laporan. Beberapa hal
yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran, pertama adanya ketakutan yang
berlebihan masing-masing aparatur di berbagai institusi terkait dengan penggunaan
anggaran; kedua, lemahnya perencanaan; ketiga, kurangnya pemahaman sejumlah
aparatur di berbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model
pertanggungjawaban; keempat, adanya mafia anggaran; kelima, prosedur Kemenkeu;
keenam, keterlambatan penetapan APBN/APBD; ketujuh, keterlambatan petunjuk teknis
(juknis); dan kedelapan, perubahan sistem aplikasi dan pergantian sumber daya. Selain
itu, revisi yang dilakukan internal maupun eksternal mempengaruhi tingkat penyerapan
anggaran.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut maka yang perlu ditindaklanjuti adalah
tingkat kematangan dan akurasi sebuah perencanaan sejak awal dan pentingannya
melakukan penelitian awal, sehingga walaupun terjadi revisi tidak dilakukan berkali-kali.
Kemudian terhadap kebijakan pelaksanaan anggaran di masa yang akan datang
menggunakan pendekatan New Public Management (NPM). Pengawasan yang dijalankan
oleh unit kerja dan Inspektorat Jenderal dilakukan sejak perencanaan berlangsung.
Kebijakan pembentukan satuan pengawasan intern di setiap satuan kerja menjadi
alternatif sehingga membantu Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan dan
pemeriksaan. Pelaporan menjadi lebih mudah dengan mengintegrasikan laporan
keuangan dan kinerja dalam pembuatan. Satuan kerja pemerintahan yang tidak membuat
laporan mendapatkan sanksi sesuai kebijakan yang diambil dalam pembuatan aturan
sanksi.

Guna mendukung percepatan penyerapan anggaran maka pimpinan agar tetap
konsisten dan tegas untuk membenahi sektor birokrasi, namun harus diimbangi dengan
pengawasan agar tidak timbul lagi kebijakan yang bisa membuat pejabat terkena kasus
hukum. Hendaknya pejabat maupun aparatur untuk membuat kebijakan yang jelas dan
tepat sasaran, dan menghilangkan sifat korup di dalam setiap pengerjaan kegiatan yang
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ada, agar pembangunan bisa cepat terlaksana dan masyarakat juga bisa merasakan
dampaknya secara langsung.

Disisi lain, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam
pelaksanaan anggaran belanja negara negara harus terus dilakukan dengan
memperhatikan asas hukum. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara
yang efektif, efisien dan akuntabel maka diperlukan penyusunan peraturan yang
berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif, konsep let the managers
manage but keep them accountable harus dibangun untuk memberikan fleksibilitas dalam
penggunaan anggaran.
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